BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.281, 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN. APBD. Komulatif
Defisit. Pinjaman Daerah. Batas Maksimal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138/PMK.07/2009
TENTANG
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, BATASMAKSIMAL DEFSIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH,
DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dan
Pasal 106 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu  menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksmal Kumulatif
Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas
Maksmal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksma Kumulatif
Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanan dan Mekanisme
Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Pinjaman Daerah;
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS
MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS
MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH MASING-MASING DAERAH, DAN
BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota,
dan perangkat daerah sebaga unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunya batas-batas wilayah
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirass masyarakat daam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Dagerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

4. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah
dan Belanja Daerah dalam Tahun Anggaran yang sama.

5. Produk Domestik Bruto, selanjutnya disebut PDB adalah total
nila akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di
Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga
pasar.

6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagal penambah nilai kekayaan bersih.

7. Belanja Daerah adalah semua kewgiban daerah yang diakui
sebagal pengurang nilai kekayaan bersih.



